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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang merek 

berdasarkan sistem hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan 

hukum terhadap penerima lisensi merek dalam sistem hukum positif Indonesia. Jenis 

penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif 

berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini 

menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan 

mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.   

Hasil penelitian Pengaturan hukum terhadap Merek pertama kali terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. 

Prinsip utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak merek diperoleh melalui 

pemakaian pertama kali. Selanjutnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 diubah 

dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. kemudian diilakukan 

penyempurnaan ketentuan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1992 melalui Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Merek. Kemudian 

untuk penyempurnaan dan kepraktisannya dibuat single text melalui Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001. Berselang lima belas tahun kemudian Indonesia kembali 

mengeluarkan aturan baru tentang merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Gografis.  Dengan adanya hukum yang mengatur tentang 

hak atas merek yang ada di Indonesia. 

Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (exclusive) yang diberikan oleh 

negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan 

izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, 

membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme 

pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (compulsory). Agar hak merek 

tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus 

mendaftarkannya pada negara.. Salah satu wujud perlindungan hukum yang dapat 

diberikan adalah pengaturan yang memadai tentang merek. Wujud lain perlindungan 

hukum dapat juga diperoleh dalam proses penegakan hukum. Jaminan yuridis juga bisa 

diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak atas merek 

milik perusahaan yang telah dimintakan pendaftaran.  
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PENDAHULUAN 

Lahirnya hak kekayaan intelektual pada awalnya berasal dari suatu ide yang 

diwujudkan dalam bentuk nyata. Hasil yang nyata tersebut diberikan perlindungan 

hukum. Jadi hakikat hak kekayaan intelektual adalah adanya suatu kreasi . Kreasi ini 

mungkin dalam bidang kesenian atau dalam bidang industri ataupun dalam ilmu 

pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya. Dalam perdagangan barang atau jasa, 

merek sebagai salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan 

perdagangan barang dan atas jasa. Merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal untuk 

membedakan hasil produksi yang dihasilkan oleh seseorang atau beberapa orang secara 

bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya 

sebagai alat promosi sehingga dalam mempromosikan hasil produksinya cukup dengan 

menyebut mereknya sebagai jaminan atas mutu barangnya menunjukkan asal barang atau 

jasa yang dihasilkan. 

Tahapan sebuah merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang dikenal 

oleh masyarakat konsumen sebagai aset perusahaan adalah tahapan yang sangat 

diharapkan baik oleh produsen maupun pemilik merek. Terkenalnya merek menjadi suatu 

well-known/famous mark, dapat memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik 

berskala nasional maupun internasional. Merek terkenal harus diberikan perlindungan 

baik dalam skala nasional maupun internasional, karena suatu merek terkenal mengalami 

perluasan perdagangan melintasi batasbatas negara. 

Mengingat merek mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan 

barang atau jasa, pengaturan tentang merek dalam sistem hukum Indonesia sudah 

berlangsung lama dibandingkan dengan jenis-jenis HKI, berlakunya Auteurswet 1912, 

Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 dan kemudian dinyatakan tidak berlaku berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Undang-Undang ini terdapat pula dua Peraturan 

Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 yang mulai berlaku efektif 

tanggal 1 April 1993. Selanjutnya diubah dengan Undang Undang nomor 14 Tahun 1997 

tanggal 17 Mei 1997. 

Perlindungan HKI sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di 

Indonesia. Salah satu alasan mengapa investor menanamkan modal di Indonesia adalah 

mengharapkan adanya royalti dari alih teknologi termasuk di dalamnya royalti atas 

transfer hak kekayaan intelektual yang salah satu bentuknya adalah royalti atas pemberian 

lisensi atas Merek. Pemahaman yang harus dibentuk ketika menempatkan Merek sebagai 

hak kekayaan intelektual adalah kelahiran Hak Atas Merek. 

 

PEMBAHASAN 

Hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena 

intelektualita manusia yang dapat berupa karya-karya di bidang teknologi atau ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan 

intelektualnya (daya cipta, rasa, dan karsa). 

Hal itu ditindaklanjuti dengan meratifikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 

tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau 

Agreement Establishing The WTO. Dalam konvensi tersebut dimuat persetujuan 

mengenai aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang tertuang dalam 



TRIPs. Pasal 7 dari Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perlindungan dan 

penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk mendorong timbul 

dan berkembangnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran untuk memanfaatkan ekonomi 

bangsa-bangsa di dunia.  

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terpisah dari kepemilikan benda berwujud. Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kekayaan pribadi yang bisa dimiliki dan 

dialihkan termasuk dijual dan dilisensikan kepada orang lain. Dalam hal ini, merek 

merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan kekayaan 

pribadi seseorang dan dilindungi oleh Undang-undang. 

Merek sebagai salah satu dari bagian HKI yang memiliki peranan sangat penting 

karena dengan menggunakan merek atas barang-barang dan/atau produk-produk yang 

diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga 

digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran. Publik sering mengaitkan suatu image, 

kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat menjadi 

kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya merek tersebut, 

dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan bernilai.  Merek juga 

berguna untuk para konsumen. Mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari 

mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk 

dikonsumsi dikarenakan reputasi merek tersebut. 

Namun kepemilikan atas merek terutama yang berbentuk logo, gambar atau 

sejenisnya, berpotensi bermasalah di kemudian hari apabila si pemilik merek tidak 

mendaftarkan logo tersebut untuk mendapatkan hak atas merek dan hak cipta sekaligus. 

Bisa saja terjadi logo tertentu didaftarkan sebagai merek oleh seseorang sementara ada 

juga orang lain mendaftarkannya sebagai hak cipta. Dalam melindungi hak merek 

Indonesia sudah memilik aturan hukum tentang merek. Merek pertama kali diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. 

Prinsip utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak merek diperoleh melalui 

pemakaian pertama kali (first to use system system atau stelsel deklaratif). 

Seharusnya dapat melindungi merek milik seseorang atau badan hukum dari 

peniruan merek, sehingga pemilik merek yang sah tidak akan dirugikan seperti 

menurunya volume penjualan atau barang yang diproduksi. Namun sampai saat ini di 

Indonesia masih banyak permasalahan merek yang terjadi, seperti peniruan nama merek 

yang sudah terkenal secara nasioanal maupun internasional dan sudah terdaftar dalam 

daftar umum merek di Direktorat Jendaral Hak Kekeayaan Intelektual (Dirjen HKI), 

untuk dijadikan merek usahanya dalam bidang usaha sejenis ataupun tidak sejenis.  

Untuk mendapatkan hak khusus atau hak eksklusif atas hak mereknya seseorang 

atau badan hukum harus mendaftarkanya terlebih dahulu di daftar merek umum melalui 

Dirjen HKI.  Beradasarkan penjelasan dalam Pasal 20 sampai Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila pendaftaran merek 

yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum tidak sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan maka pihak yang berwenang atau Dirjen HKI harus menolak pendaftaran 

merek tersebut. Sebuah peraturan dibuat agar terciptanya kepastian hukum, namun pada 

praktiknya masih banyak kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia. 

 



KESIMPULAN 

Merek sebagai salah satu dari bagian HKI yang memiliki peranan sangat penting 

karena dengan menggunakan merek atas barang-barang dan/atau produk-produk yang 

diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga 

digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran. Publik sering mengaitkan suatu image, 

kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat menjadi 

kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya merek tersebut, 

dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan bernilai.  Pengaturan 

hukum terhadap Merek pertama kali terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Prinsip utama yang diatur dalam 

undang-undang ini adalah hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama kali (first to 

use system system atau stelsel deklaratif). Selanjutnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 

1961 diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dalam 

perolehan hak yang semula menggunakan prinsip frist to use atau stelses deklratif 

menjadi sistem pendaftaran pertama (first to file system atau stelsel konstitutif).  

Selanjutnya dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Trade Related Aspect of 

Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs) diilakukan 

penyempurnaan ketentuan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1992 melalui Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Merek. Kemudian 

untuk penyempurnaan dan kepraktisannya dibuat single text melalui Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001. Berselang lima belas tahun kemudian Indonesia kembali 

mengeluarkan aturan baru tentang merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Gografis.  Dengan adanya hukum yang mengatur tentang 

hak atas merek yang ada di Indonesia. 
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